
 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

disimpulkan: 

1. Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bokat Kabupaten Buol, dilihat dari: a. 

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yng diatur dalam Permendes No 7 

Tahun 2020, akan tetapi pada aspek penatausahaan dinilai masih kurang 

optimal, karena masih terdapat bendahara kurang mampu mengetahui dan 

memahami penyususunan laporan keuangan dengan baik dan benar, dan tidak 

jarang mempercayakan penyusunan laporan keuangan kepada oran lain yang 

dianggap mampu, sehingga menyebabkan terjadinya kelambatan dalam 

pelaporan keuangan desa 

2. Pencapaian Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan desa dalam mengatasi 

pengentasan kemiskinan di Kecamatan Bokat, ditinjau dari: kebutuhan dasar, 

Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan. 

Akan tetapi pada aspek kebutuhan dasar yang diberikan pemerintah desa 

melalui dana desa tidak memberikan jaminan maupun strategi nyata untuk 

mengurangi/pengentasan kemiskinan, selain itu, pemberdayaan masyarakat 

juga sebagai salah satu program swakelolah untuk pengentasan kemiskinan 

melalui dana desa hanya berfokus pada pemberian bantuan pemberdayaan 



jangka pendek dan tidak mempertimbangkan program pemberdayaan jangka 

Panjang yang memberikan income dan peluang besar dalam meningkatkan 

ekonomi desa. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah di uraikan di atas, maka 

saran penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perlunya peningkatan mutu SDM yang memiliki latar belakang ilmu 

Akuntansi yang mampu mengelolah laporan keuangan dengan benar sesuai 

dengan standar SAP 

2. Program pemberdayaan masyarakat perlu digenjot sebagai salah satu 

strategi dala rangka untuk memberdayakan masyarakat pedesaan sebagai 

salah satu solusi untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin  
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